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RINGKASAN 

Ahmad Ridwan, Desember 2024. Aktualisasi Prinsip Good Governance Transparansi 

Dan Akuntabilitas Mal Pelayanan Publik Barokah Kabupaten Banjar Dalam Layanan 

Publik. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Lambung Mangkurat, 74 halaman, Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H. 

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan harapan 

masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi 

korupsi. Konsep ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sosial, 

politik, ekonomi, dan budaya. Masyarakat mengharapkan bahwa penerapan prinsip-

prinsip good governance dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih transparan, 

akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, pemerintah 

daerah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya dan memberikan layanan 

publik yang berkualitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam pelayanan publik, khususnya di Mal Pelayanan Publik (MPP) 

Barokah Kabupaten Banjar. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam 

layanan publik, menilai faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip 

good governance di MPP, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan prinsip-prinsip 

tersebut. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis mendalam 

terhadap penerapan prinsip good governance di MPP Barokah. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara dengan pegawai MPP dan masyarakat pengguna 

layanan, observasi langsung terhadap proses pelayanan di MPP, serta studi dokumen 

terkait kebijakan pelayanan publik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara 

deskriptif untuk menemukan pola-pola serta tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan layanan publik. 

1.Mengenai pengaturan otonomi daerah dalam memperkuat penerapan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, ditemukan bahwa otonomi 

daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan 

mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum bagi desentralisasi. Otonomi daerah 

memungkinkan pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih 

efektif. Namun, meskipun ada keleluasaan tersebut, tantangan tetap ada dalam hal 

implementasi transparansi dan akuntabilitas. Banyak masyarakat masih merasa 

kesulitan dalam mengakses informasi terkait prosedur pelayanan yang diperlukan. 
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Keterbukaan informasi menjadi esensial agar masyarakat dapat memahami kebijakan 

pemerintah dan memberikan masukan yang konstruktif. 

Prinsip transparansi juga diatur dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, yang menetapkan hak individu untuk mengakses 

informasi yang dimiliki oleh negara. Namun, masih terdapat kendala dalam 

pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi mengenai hak akses informasi kepada 

masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di instansi pemerintah juga 

mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyediakan informasi secara tepat waktu 

dan akurat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka serta mendorong 

partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam mengaktualisasikan good 

governance dalam layanan publik di MPP Kabupaten Banjar, ditemukan beberapa 

kendala signifikan. Salah satu faktor utama adalah kurangnya responsivitas dari pihak 

pemerintah terhadap keluhan masyarakat. Banyak warga merasa bahwa suara mereka 

tidak didengar atau diabaikan oleh aparatur pemerintah. Hal ini menciptakan jarak 

antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi pemerintahan. 

Selain itu, birokrasi yang rumit juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan 

layanan publik. Proses administratif yang panjang dan berbelit-belit sering kali 

membuat masyarakat enggan untuk menggunakan layanan yang disediakan. 

Kurangnya koordinasi antarinstansi juga memperburuk situasi ini, sehingga layanan 

menjadi tidak terintegrasi dengan baik. Di samping itu, masalah korupsi masih menjadi 

isu serius yang merusak integritas pemerintah daerah dan menghambat pelayanan 

publik yang berkualitas. 

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar berhasil mencapai target 

indeks kepuasan masyarakat dengan nilai 85 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa 

ada upaya nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

melalui penerapan prinsip-prinsip good governance meskipun masih terdapat banyak 

ruang untuk perbaikan. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip good 

governance dalam pelayanan publik di Kabupaten Banjar memerlukan perhatian serius 

dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan 

transparansi informasi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat agar dapat 

menciptakan layanan publik yang lebih baik. Rekomendasi bagi pemerintah daerah 

termasuk perlunya pelatihan bagi aparatur sipil negara tentang pentingnya transparansi 

dan akuntabilitas serta pengembangan sistem informasi yang memudahkan akses 

masyarakat terhadap layanan publik. 
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Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pemahaman lebih lanjut mengenai penerapan good governance dalam pelayanan publik 

serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kualitas layanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama. 
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Banjar Dalam Layanan Publik. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas 
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ABSTRAK 

Penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas, 

merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat 

daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah, 

melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Barokah Kabupaten Banjar, mengaktualisasikan 

prinsip-prinsip good governance serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi 

penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan sosio-legal, melibatkan wawancara dengan aparatur pemerintah 

dan masyarakat pengguna layanan, serta analisis dokumen terkait. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemerintah 

daerah untuk mengelola pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal. Namun, terdapat 

beberapa hambatan utama, seperti kurangnya sosialisasi informasi kepada masyarakat, 

keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi yang rumit, dan koordinasi antarinstansi 

yang belum optimal. Meski demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar telah menunjukkan upaya nyata melalui 

pencapaian indeks kepuasan masyarakat sebesar 85 pada tahun 2023. 

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui 

pelatihan rutin, pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung 

transparansi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi untuk menciptakan layanan 

publik yang lebih terintegrasi. Diharapkan, upaya ini dapat mendorong terciptanya 

pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-

prinsip good governance. 

Kata Kunci : Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Mal Pelayanan Publik 
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